
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah'Tingkat 11 di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambalran Lernbaran Negara Republik 
Indoncaia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perueahaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tam hahnn Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3214); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif 
guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun 
suatu pedoman penerbitan Surat Izin Perdagangan 
sesuai kewenangan daerah sebagai upaya peningkatan 
pelayanan prima kepada dunia usaha di bidang 
perdagangan di daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan; 

BUPATI BUTON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANOAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR 4 TAHUN 2018 

BlJPATIBUTON 
PROVINS! SULA WES! TEN OGARA 

Mengingat 

Meninlbang 



5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

6. Undang-Umlang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Meneugah (Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Leuibaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20 I 4 rentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5512); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentangPemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2014 Noroor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nornor :23 
Tahun 2014 tP.ntR.ng Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4139); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36iM- 
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan, sebagalmana telah beberapa k:ali diubah 
terakhir dengan Peraturon Menteri Perdcgangan Nomor 
07/M-DAG/PER/2/2017 terrtang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan 
Surat izin Usaha Perdagangan; 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 77 /M-DAG/PER/ 12/2013 ten tang Penerbitan 
Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar 
Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan 
Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 14/M-DAG/PER/3/:2016 tentang Perubahan atas 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
l. uaerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerab yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Buton. 

Pasal 1 

RAR T 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANO PENERBITAN SURAT IZIJ\ 
USAHAPERDAGANGAN. 

Menetapakan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI EUTON 

ctan 

Dengan Persetujan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M­ 
OAG/PER/ 12(2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara 
Simultan bagi Pcrusahaan Perdagaugan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Duton [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Euton Tahun 2015 Nomor 101); 

14. Peraturan Daernh Kabupaten Buton Nomor 3 'Tahun 
2015 renrang Pemberian lnsentif dan Pemberinn 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 
26); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buron Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2016 Nomor l 121; 



4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang 
menyelenggarakan urusaan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten 
Bu ton. 

5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait 
dcngan transaksi Baraug dan/atau Jasa di dalam 
negeri dan rnelampaui batae wilayah ncgara derigan 
tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa 
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 

6. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan barang 
dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesaruan 
Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdazanzan 
Luar Negeri. 

7. Perdagangan Luar Negeri adalah perdaganaan yang 
mencakup kegiatan ekspor dan/ atau impor atas barang 
dan/atau perdagangan Jasa yang melampaui batas 
wilayah negara. 

8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai 
kekayaan usaha. (aset) dengan total nilai kewajiban 
tictak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

9. Perusabaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha 
yang menjalankan kegiatan usaha di sektor 
perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, 
didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 
negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh 
keuntungan dan atau Iaba, 

10. Surat Permohonan Surat lzin Usuhn Perdagangan, yang 
selanjutnya disebut SP-SlUP adalah Formulir 
permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang 
memuat data-data perusahaan untuk memperoleh 
Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar. 

11. Surat Izin lJsaha Perdagangan, yang selanjutnya 
disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 

12. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data 
perusahaan yang meliputi perubahan nama 
perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor 
perusanaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal 
dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, 
dan barang/jasa dagangan utama. 

13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang 
mcrupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya 
yang dapat berkedudu.kan di tempat yang berlainan dan 
dapar beraifat herriiri sendiri atau bertugas untuk 
melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan 
induknya. 



(1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(21 huruf a, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan 
yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,­ 
[llma puluh juta rupiah) sarupai dengau pali.ug banya.k 
Rp. 500.000.000, (limo ratus juta rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha. 

(2) SIUP Menengah sebagaimanc. dimaksud dalam Paeal 2 
ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan 
Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah] sampai 
dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,· (sepuluh 
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha. 

Pasal 3 

(1) Setiap Perusohaan Perdagangan yang melakukan usaha 
perdagangan di daerah wajib memiliki SIUP. 

(2) SIUP ecbagaimana dimakstrd pada ayat (1) terdiri dari: 
a. SJUP Kecil; 

b. SIUP Menengah; dan 
c. SIUP Besar. 

(3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan 
Mikro. 

Pasal2 

Bagian Kesatu 
Jenis dan Kewajiban memiliki SIUP 

RAB II 

SURAT !ZIN USAHA PERDAGANGAN 

14 . Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang 
bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk 
melakuka.n suatu kegiatan dan atau pengurusannya 
menurut kewenanga.n yang telah ditentukan sesuai 
dengan yang diberikan. 

15. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepa!a Dinas yang 
bertanggungjawo.b di bidang perclagangan di wilayah 
kerjanya atan pejabat yang bertansgungjawab dalam 
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau 
pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
daerahini. 



SlUP dilarang digunakan untuk mela.kukan kegiatan: 
a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan 

kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagairnana 
yang tercantum di dalam SfUP; 

b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk 
menghimpun dana dari masyara.k:at dengan 
menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money 
game); atau 

c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui 
lcetentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Larangan 

(1) Kewajiban memiliki SfUP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap: 
a. Perusahaan yang mela.kukan kegiatan usaha di luar 

sektor perdagangan; 
b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; 
c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria 

sebagai berikut: 
1. usaha perseorangan atau persekutuan; 
2. kegiatan usaha diurus, d.ijalankan, atau dikelola 

oleh pernilikaya acau anggota keluarga/kerabat 
terdekat; dan 

3. rnemiliki kekayaan bersih paling banya.k 
Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tida.k 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

(2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dirna.ksud 
pada ayat [1) huruf huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro 
apabila dikehendaki yang bersangkutan. 

Pasal 4 

(3) SlUP Besar sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf c, wajib dirniliki oleh Perusahaan l'erdagangan 
yang kekayaan bersihnya lebih dari 
Rp. 10.000.000.000,· (scpuluh miliar rupiah) tidak 
termaauk tanuh dan bangurian tempat usaha. 



Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan 
penyelenggaraan penerbitan SIUP dilakukan oleh Dinas 
yang bertanggungiawab di bidang perdagangan. 

Pasal9 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

(I) Bupati eeeuai dengan kewenangannya melimpahkan 
kewenangan penerbitari SIUP kepada pejabat yang 
bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

(2) Jenis kewenangan penerbitan S£UP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

PasaJ 8 

Bagian Kesatu 
Kewenangan Penerbitan SlUP 

BAB Ill 
KEWENAl'iGAN DAN PEMBINAAN 

Perdagangan SIUP berlaxu selama Perusahaan 
rnenjalankan kegiatan usaha, 

Pasal 7 

Bagian Kecmpat 

Masa Berlaku SIUP 

Pasal 6 

(1) SlUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan 
Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk 
melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah 
Negara Republik Indonesia. 

(2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/ 
Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama 
Perusahaan. 

Bagian Ketiga 
Tern pat Penerbitan SIUP 



(1) Pejabat Penerbit SllJP mcnerbitkan SIUP paling Jama 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP 
dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, 
dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran JU Peraturan Daerah ini, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. wama hijau untuk SIUP Mikro; 
b. warna putih untuk SlUP Kecil; 
c. warna biru tmruk SIUP Menengab; dan 

d. warna kuning untuk SIUP Beear. 

Pasal 12 

(lj ::.:W-SIUY baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SiU1' 
dengan mengist fonnulir SP-SIUP sesuai formal 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan 
melampirkan dokumen persyaratan sebagaimaria 
tercantum daJa.m Lampiran ll Peraturan Daerah ini. 

(2) SP-SJUP baru atau perubahan harus ditandatangani 
oleh Pemilik atau Pengur-ua :;1tR11 Penanggungjawab 
Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. 

(3) Pihak keriga yRng me,ngun1s STUP baru atau 
perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang 
bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau 
Pengurus a tau Penanggungjawab Perusahaan 
Perdagangan. 

Pasa l 11 

Bagian Kesatu 
Penerbitan SfUP 

BAB IV 
DOKUMEN PERSYARATAN, TATA CARA PENERBITAN SIUP, PEMBUKAAN 
KANTOR CABANG/PER\VAKILA.N PERUSAHAAN, PERUBAHAN DAN SlUP 

YANG HILANG ATAC RUSAK 

Pasal 10 
Pejabat yang bertanggungjawab dalarn pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (]), dalam menerbitkan SIUP harus 
berkoordtnasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di 
bidang perdagangau, 



( l) ::letiap terjadi peru bahan data Perusahaan, Pemilik atau 
Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan 
Pcrdagangan wajib mcngajukan SP-SIUP pcrubahan 
dengan :rncnggunakan fomulir sebaga.imana tercantum 
daJam Larnpiran I, dengan melampirkan dokumen 
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Daerah ini. 

~SA] 14 

Bagian Ketiga 
Perubaban dan STUP yang !Jilang atau Rusak 

(1) Pemilik SfUP yang akan membuka Kantor Ca bang AtAt1 

Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis 
kepada Pejabat Penerbit SfUP di tempat kedudukan 
Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan 
melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana yang 
diarur daJam Larnpiran II Peraturan Daerah ini. 

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima 
laporan dan dokurnen persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} secara lengkap dan benar, 
Pcjabat Pcncrbit S!UP mencatat dalam Duku Register 
Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan 
Perusahaan dan mernbuhuhkan tanda tangan dan r.ap 
stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan 
Pu sat. 

(3) Fotokopi SIUP yang telah didafta.r sebagaimana 
dimaksud pada aya.t (2) berlaku sebagai Surat Izin 
Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau 
Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan 
usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang 
atau Perwakilan Perusahaan. 

Pasal 13 

Bagia.n Kedua 
Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan 

(2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai 
belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP 
memuuat s urat penolakan penerbitan 8J u P kepada 
Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga] hari kerja terhitung 
sejak tanggal diterimanyo. SP SIUP. 

(3) Pemohon SJUP yang ditolak pennohonannya dapat 
merigajukan kembali pcnnohonan SlUP sesuai 
persyarnt:m sebagaimaria yang diatur dalam Peraturo.n 
Daerah ini. 



(1) Apabila data. informasi, dan keterangan yang 
disampaikan dalam: 
a. SP-SI UP baru; 
b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang 

hilang atau rusak; atau 
c. Iaporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor 

Perwakilan; 
temyata tidak benar, maka SlUP, SIUP perubahan, 
dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan 
pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor 
Perwakilan yang tcla.h dilolcukun dinyntakarr batal dan 
tidak berlaku. 

(21 PembataJan scbagaima.na dirna..ksud pada ayat (1 ), 
dilakukan oleh Pejabat Penerbit SJ!JP dengan 
mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP 
perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan 
pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan 
Perusahaan Perdagangan. 

(3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menggunakan fonnulir sebagaima tercantum 
dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini. 

Pasal lo 

(1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pernilik atau 
Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan 
Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan 
permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang 
rneuerbitkan SIUP ditcmpat kedudukan pcrusahaan, 
dengan melumpirknn dokumen sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Il Peraturan Daerah mi. 

(2) Paling lam bat 3 (tiga) hari kcrja tcrhitung sejak diterimn 
permohonan penggantian SIUP dengan dokumen 
pendnkung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit 
S!UP menerbitkan SIUP Pengganti dengan 
menggunakan formulir sebagaimana tercanturn dalam 
Lampiran 111 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 15 

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak cliterima 
SP-SIUP perubahan dengan dokuroen pendukung 
secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SJUP 
ruenerbitkan SIUP pcrubahan dengan mengguna.kan 
formulir sebcgcimana tercanrurn dalarn Lampiran III 
Peraturan Dearah irii. 



( l) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan 
perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta 
penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan 
Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada 
Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas yang 
bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada 

Pasal 21 

sebagaimana tercanrum daJam Lampiran VI Perat.uran 
Daerah ini. 

Penutupan Perusahaan sebagaimana 
pada ayat (21 menggunakan formUlir 

(3l Keputusan 
dimaksud 

Pasal 20 

(1) Pemilik SIUP yang tidak mela.kukan kegiatan usaha 
selama 6 (enam) bulan bcrturut-turut atau menutup 
perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara 
tertulis kepada Pejabat Per.erbit SIUP disertai alasan 
penutupan dan mengembalikan SIUP asli. 

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan 
Penutupan Perusahaan. 

(1) Apabila diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit 
STUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan 
mengenai pelaksanaankegiatan usahanya. 

(2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menggunakan fonnulir sebagalmana tercantum 
dalam Larnpiran V Peraturan Daerah irri, 

Pasal 19 

BABY 

PELAPORAN 

Ketentuan teoin Janjut mengenai tata cara penerbitan SIUP 
baru, pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, 
perubahan SIUP, dan penggantian SIUP yang hiiang atau 
rueok diatur dengan Peeaturan Bupati. 

Pas.al 18 

Setiap Perusahaan Perdaga.ngan yang mengajukan 
permohonan SIUP baru, Perubahan dan/ a tau penggantian 
SIUP yang hilang a tau rusak: tida.k dikena.kan retribusi. 

Pasal 17 



(1) Pernilik atau Pengurus atau Penanggungjawab 
Perusahaau Perdagangan yang telah mcmiliki SIUP 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

Pa sal 24 

(1) Pernilik, Pengurus, atau Penanggungiawab Perusahaan 
Perdagangan yang tela.h memiliki SJUP. yang tidak 
menghiraukan peringatan tertulis sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, 
dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian 
sementara SIUP. 

(2) Pemberhentian scmentara SIUP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh 
Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan 
Pemberhentian Semencara SWP. 

(31 Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnenggunakan 
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX 
Peratura.n Daerah ini. 

Pasal 23 

Pasal 22 

(1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab 
Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat 
(1), Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi adminietratif 
berupa Peringatan Tcrtulis olch Pcjabat Pcnerbit SIUP. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dirnaksud pada ayal (1) 
diberikan paling banyak 3 (tiga] kali bcrturut-turut 
dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak 
tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat 
Penerbit S!UP. 

(3l Peringatan terrulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIIl Peraturan Daerah ini, 

BABVl 
SANKS[ 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan setiap 6 (enam] bulan sekali. 

pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan 
formulir sebagaimana tercantum dalarn Lampiran Vll 
Peracuran Daerah ini. 



(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 
produk hukum daerah yang berkaitan dengan 
Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan yang telah 
aria dinyatakan tetap berlaku sepa.njang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(21 SIUP Kecil, SIT.IP Menengah, dan SIUP Besar yang 
diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini 
masih tetap berlaku selama perusahaan menjalankan 
usaha perdagangan dan wajib menyesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik 
SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan 
mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha 
berdasarkan kekayaan bersih, wajib rnenyesuaikan 
SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mcngikuti kegiatan 
tcrscbut. 

Pasal 26 

RAB vn 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan 
Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Perusabaan Perdagangan yang melanggar ketentuan 
Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi 
administratif berupa pencabutan SIUP. 

(3) Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi 
administratif berupa pencabutan SJt;P, dalam hal 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 
di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi 
pencabutan SIUP. 

Pasal 25 

dalam Pasal 3, dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi 
administratif berupa Pencabutan SIUP. 

(2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (I} 
dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan 
mengeluarkan Kepurusan Pencabutan SIUP. 

(3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menggunakan fonnulir sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran X Peraturan Dacrah ini. 



PEJAOAT PAUlt:' 
~e.f=::PA 

,F 
~1~/\1 T \; 

kM1 I.S p M D li1. prS' f . . . 
. ~~ 1-1111<.JJIVI. I i, l '/ 

CABAKRY 

I,, 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada ;l.f met 2018 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah ini dengan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Buton. 

Peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari 
Peraturan Daerah lni harus ditetapkan paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

Pasal 27 

BAB VIII 
K.ETENTUANPENUTUP 



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NOMOR: 'f/1.'(J.OII 

LEMBARAN DAER.'lli KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR .. !.~~ 

Piundangkan di Pasarwajo 
pada tanggal '-I nt I:: I 2018 

SEKRETARI DAERAH, 

LABAKRY 

Ttd 

BUPATI BUTON, 

lJitetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal fl/ 1116' 2018 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah lill dengan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

berlaku pada tanggal mulai Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Bu ton. 

Pasal 28 

Peraturan pelaksanaan atau petunjuk teknis dari 
Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 
(cnam) bulan tcrhitung scjak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 

Pasal 27 

BAB Vlll 
KETENTUANPENUTUP 



.............................................................................. 

............................................................... 
1. Akta pendirian 

a. Nomor & tgl J\kta 
b. Nomor & t¢ Pengesahan 

Perusahaen Derbcntuk Pcrscroan Terbntn.,/Koperasi/CV /Firma*) 

III. Legalitas Perusahaan 

PMA/PMDN I Lain-lain*) 
I I I I I I 
................................................................. 
.......................................................... ,~····· 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................. 

1. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
3. Nomor Telp/Fax 
5. Proviusi 
6. KabupatP.n/Kota/Kotamadya 
7. Kecamatan 
8. Kelurahan/Desa 
9. Status 

10. Kode Pos 

II. Jdeotitas Perusahaan 

........................................................ ' . 

.................. / . 

.................. / . 

................................................................. I. Nama 
2. Alamat tempat tinggal 
3. Tempat/tanggal lahir 
4. Nomor Telp/li'ax. 
5. Nomor KTP/Paspor 
6. Kewarganegaraan 

I. ldentitas Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab *I 

2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan dan/atau Penggantian SIUP*I: 

l. Pennohonan SIUP Baru 

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan !:>'urat lzin Usaha 
Perdagangan (Mikro/Kccil/Mcnengah/Beoo.r•) eebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ..... dan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor . 

di 

Kepada 
Yth. Pejabat penerbit SIUP 

SURAT PERMOHONA.N SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAJS 
(MIKRO/KECIL/MENENGAH/BESAR *) 

FORMAT 

Peraturan Daerah Kabupaten Buron 
Nomor : ~ Tahun 2018 
Tanggal : ~' "961 2018 

Lampiran I 



Catatan: 
•) coret yang tidak perlu 

cap perusaha.an dan materai cukup 

Nama dan Tanda tangan 
Pemilik/ Pengurus / Penanggungjawab 

Perusahaan pcrdagaugan •i 

Demikian Surat permohonan SlUP ini kami buat dengan sebenarnya dan 
apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak 
benar, maka kami mcnyatakan bcrscdia dibatalkan SIUP yang tclah kami miliki dan 
dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

l. Kclcmbagaan 
2. Kegiatan usaha (KBLI 4 Digit] 
3. Barang/jasa dagangan utama 

V. Kegiatan Usaha 

o· : ro 
: % 

L. Nilai kekayaan Bereih Perusahaan, 
(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 

2. Saham (Khusus Untuk Penanam Modal Asing) 
a Total Nilai Saham 
b. Komposisi Kepemilikari Saham 

· Nasional 
· Asing 

IV. Kekayaan Bersih dan Saham 

................................................................. 

z, Akta Peruoahan 
a. Nomor & tgl Akta 
b. Nomor & tgl Pengesahan 



11. PERMOHON.Ai'l PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN 
1) Fotokopi SICP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat 

Penerbit SIUP; 
2) Fotokopi dokumen pembukann Kantor Cabang/Perwakilan Per-u safaaarr; 
3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai 

Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; 
4) Surat Pernyataan dari Pemohon tcntang lokasi uaaha Kantor 

Cabang/Perwakilan Perusahaan: dan 
5) Fotokopi Kartu NPWP. 

d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan: 
1) Fotokopi Kar+n 'l'an,fa Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab 

Perusahaan; 
·21 Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang Iokasi usaha Perusahaan; 
3) Foto Pcmilik atau Pcnanggungjo.wab Perusahaan ukuran 3.-.c4 cm (2 

lembar): dan 
4) Fotokopi Kartu NPWP. 

c, Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma: 
1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah 

didaftarkan pada Pengadilan Negeri; 
2) Fotokopi Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) Pcmilik atau Pengurus atau 

Penanggungjawab Perusahaan; 
3) Surat Pernyataan dari Perno hon SlUP ten tang lokasi usaha Perusahaan; 
4) Foto l:'emilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 

3x4 cm (2 lembar); dan 
5) Fotokopi Kartu NPWP. 

b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi: 
1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan 

pengesahan dari iustanal yang berweuang; 
?) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus 

Koperasi; 
3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIU!:' tentang lokasi usaha Koperasi; 
4) Foto Pcnanggungjeweb 11uiu Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm {2 .lembar): 

dan 
5) Fotokopi Kartu NPWP. 

a. Pcrusahaan yang bcrba.dan hukum Pereeroan Terbo.tns; 
1) Fotokopi A.kta Notaris Penclirian Perusabaan; 
2) Fotokopi Akte Perubahan Perusabaan (apabila ada); 
3) Fotokopi Surat Kepurusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas 

dari Kemeteriari Hukum dan Rak Asasi M"'nusia: 
4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama 

Perusahaan; 
5) Surat Pemyataan dari f'cmohon SIUP tcntang lokasi ueaho perueahuarr; 
6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm 

(2 lembar]; dan 
7) Fotokopi Kartu Nl'WP. 

I. PERMOHONAN SJUP BARU 

DOKUMEN PERSYARATAN 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor ; If Tahun 2018 
Tanggal : .2.( /11Gf 2018 

Lampiran II 



Nama & Jabatan 

Tanda tangan di atas 
Meterai secukupnua 

tempat, tanggal 

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian 
bari Surat Pemyataan ini tidak benar, maka kami bersedia d.ituntut sesuai dengan 
peraturari perundang-undangen yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah 
diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut. 

dengan I.Ill menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili 
seba.gaimanayang telah kami nyatakan di atas adalah beriar adauya, 

Alamal Pcrusahacn : . 

Nama 
Jabatan 
Perusahaan 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

SU.RATPERNYATAAN 

KOP SURAT PERUSAHAAt- 

V. CONTOH SURAT PERNYATAAN: 

IV. PERMOHONAN PENGGANTIAN SIUP 
a. srup yang hilang 

1) Surat Pennohonan; 
2) Surat Keterangan I<chilangan dari Kcpolisian; 
3) Fotokopi SIUP yang lama [apabila ada); dan 
4) Foto Pernilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 

lembar). 
b. SIUP yang rusak 

1) Surat Pennohonan; 
2) SIUP Asli; dan 
3) Folo Pemilik atau Penw,~uugj><wab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 

lernbar). 

lli. PERMOHONAN PERUBAHAN SIUP 

1) Surat Permohonan SICP; 
2) SIUP Asli; 
3) Neraca Perusabaan [tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas]; 
4) Data pendukung perubahan; 
5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 

lembar); dart 
6) Fotokopi Kartu NPWP. 



( , ) 
NIP 

PAS FOTO 
P~ A.l:lAT 1-' l!:N ~J<ljl I' SllJP 

3X4cm 

NAMA PERUSAHAAN - - 

NAMA PENA!'\GGUNGJAWAB 
&JABATAN 

~LAMATPERUSAHAAN 

,'IOMU:< T~Ltl-'ON ; IFAX: 

KEKAYAAN BERSIH 
PERUSAHAAN (TIDA.K 
TERMASUK TANAH DAN 
BA.NGUNAN) - 
i<ELEMBAGAI\N 

KRGTATAN US.AHA (KBL1) 

BARA!'\G /JASA DAGANGAN 
UTAMA : 

- 
[ZIN llH BERLAKU UNT\JK MELAKUKAN KEGIATAN US.AHA PERDAGANGAN Dl 
S~LURUH WILAYAH RLPUBLIK INDONESIA, SE LAMA PERUSAHAAN MASIH 
MENJALANKAN USAHANYA. 

SURAT !ZIN USAHA PERDAGANGAN 
NOMOR: 

KOP PERANUKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN BUT0:'-1 

FORMAT 

Lampiran Ill Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor ~ Tohun 2018 
Tanggal ; :I.I n,6/ 2018 



Dengan dibatalkan dan tidak bertakunya 1SIUP, SIUP Perubahan, 
SIUP Pengganti, Penr.;atat:in Pendaftaran Kantor Cabang atau 
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan"], sebagaimana 
dimaksud pada Diktum KESATU, maka Peruaahaan yang 
bcraangkuton difarnng untuk melakukan kegiatan usaba 
perdagangan. 

KEDUA 

Merubatalkan dan menyatakau tidak berlaku (SIUP, SIUP 
Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor 
Cabang atau Kantor· Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) 
Nomor tanggal atas naJna 
......................... , yang bergera.k dalam kegiatan usaha 
perdagangan yang berlokasi di .. 

Menetapkan 
KESA TU 

MEMUTUSKAN: 

. , 

. , 
1. . , 
2. 
3. 

Memperhatikan 

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staa.tsblad. 1938 
Nomor 86); 

2. Peraturan Menteci Perdagangan Nornor 36/M- 
DAO/PER/9 /2007 tcuta.ng Pcncrbitan Surat lzin Usaha 
Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubab 
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan N'omor 
07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Perdegangan Republik Indonesia Nomor 
36/M/DAGfPER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin 
Usaha Perdagangan; 

3. Pera tu ran Daerah Kabupaten Bu ton Nornor . .. Tahun 
tentang Penerhitan Surat [:;dn Us:ih:i PP.rrl::ie:,ne:in; 

Mengingat 

bahwa data, informasi dan keterangan mengenai Perusahaan 
yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan SIUP 
berclasarkan Japoran dan basil pengecekan tcmyata tidak benar. 
maka per!u dilakukan pembatalan atas SIUP yang telaJ:. 
diterbitkan; 

Menimbang 

PEJA6AT PENER6IT SIUP, 

P~MJ:!ATALAN SlUP, SJUP PKHU.BAHAN, SIUP PENGGANTT, PENCATATAN 
PENDAFTARAN KANTOR CA.BANG ATAU KAN'l'OR PERWAJ<lLAN PERUSAHMN 

PERDAGANGAN *) 

TENTANG 

KEPUTUSAN PEJABAT PENERBIT STUP 
NOMOR: 

KOP PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON 

FORMA1' 

Lampiran N Peraturan Daerah Kabupatcn Buton 
Nomor : 't 'l'ahun :2018 
Tanggal : a.I me, 2018 



Cat.atan : *) pilih salah satv. 

Tcmbusan: 
L. Bupati Buron 
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang perdagangan) Provinsi ; 

NAMA 
NIP . 

PEJABATPENERBlT SiUP, 

Ditetapkan di Paearwejo 
pada tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan. KEEMPAT 

(SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganu, Pencatatan Pendaftaran 
Kantor Cabang o.to.u Kantor Perwakilan Perusahaan 
Perdagangan*) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak 
berlaku harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan 
SIUP. 

KETIGA 



NAMA 

Penanggungjawab 
Perusahaan Perdagangan. 

Demikian, laporan ini karni buat dcngan sebcnarnyo. 

7. Data/informasi yang diperlukan/diminta : [dibuat terlampir] 

, . 

1. Nama Perusahaan 
2. Nomor & Tanggal SIUP 
3. Kcgiatan Usaha (KOU) 
4. Omset (Basil Peniualan Tahunao) 

a. Tahun berjalan 
b. Tahun sebclumnya 

5. Jumlah Tenaga Kerja 
a. Lokal 
b. Tenaga Kerja Asing 

G. Khu su s Penanam Modal 
a. Dalam Negeri 

- Kekayaan Bersih 
b. Asing 

- Kcko.yno.n Beroih 
- Komposisi kepemilikan sahara 

• Asing 
• Nasional 

Tempat, tanggal 

Kepada Yth. 
Peiabat Penerbit STUP 
di 

: Laporan Kegiatan 
Usaha Peru sahaan 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

PERUSAHAAN 

KOPSURAT 

FORMAT 

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor : 'f 'ra.hun 2018 
Tanggal : :t/ 111 GI 2018 



SlUP harus dikembalikan kepada Instansi yang rnerierbitkan 
SIUP. 

KE'l'IGA 

Dengan ditutupnya perusahaan sebaga.imana dimaksud pada 
Diktuui KESATU Kepuru san ini, maka Pcrusahaan yang 
bersangkutan dilarang unruk mclakukan kegiatan usaha 
perdagangan terhitung mulai tanggaJ ditetapkan Keputusan ini. 

KEDUA 

Mcnutup Pcrueahonn tersebut di bawnh ini 
I. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan 
3. Narna Penanggungjawab 
4. Nomor SIUP 

Menetapkan : 
IIBSATU 

MF.MlJTCJSKAN: 

2. . . 
3. . . 

l. . , Memperhatikan 

I . Bedrijfsreqlementerinqs: Ordon.anti.e 1 934 ( Staatsbiad. 1938 
Nomor 86); 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- 
DAG/P'F:R/9/2007 tentang Penerbitan Surat lziri Ucahc 
Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dcngan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izir. 
Usaha Perdagangan; 

3. Pcraruran Dacrah Kabupaten Duton Nomor ... Tahun 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 

bahwa berhubung [namn Perueahaanj telah mengherrtikan 
kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup 
perusahaan tersebut; 

Menimbang 

PEJABAT PENERBIT SlUP. 

PENUTUPAN PERUSAH.AAN 

TENTANG 

KEPUTUSAN PEJJ\BA T PEN ERB IT SIUP 
NOMOR: 

KOP PERANGKAT DAERAH 
PF.MF.RTNTAff T<AR1 JPATF.N RIJTON 

FORMAT 

Lampiran Vl Peraturan Daeran Kabupaten Buton 
Nomor 't Tahun 2018 
Tanggal : :l.t "1EI 2018 



Tembusan: 
l. Bupati Buton tsebagai laporan]; 
2. Kepala Dinan (yo.ng bertanggungjawab di bidang pcrdagangan] Provinei . 

NAMA 
NIP . 

PEJABAT PENERBIT SIUP, 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Kepu tusan ini rnulai berlaku pada tanggaJ clitetapkan. l<ELfMA 

Pelanggaran ternadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum 
KEDUA Keputusao ini dikenaknn eankei tindak pidana ekonomi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

KEEMPAT 
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Tcmbusan: 
1. Bupati Buton; 
2. Kepala Dinas (yang bertanggungiawab di bidang Perdagangan] Provinei; 

NAMA 
NIP , .. 

P&JABAT PENE.RB!T SfUP, 

Demikian , untuk menjadi perhatian Sau dara. 

Sehubuogan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar 
Saudara dalaru waktu 2 (dua] minggu tcrhitung sejak dikcluarkan 
surar ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan 
melaporkannya kepada kami pada kesernpatan pertama. 

Sesuai clengan Surat Iziri Uaaha. Perdagangan (SIUP) Nomor: 
.......... tR11eg:il atas nama {perusahaan) dan 
setelah cliadakan pemeri.ksaan dan penelitian, bahwa perusahaac. 
Saudara temyata tidak memenuhi ketentuan sebagrumana diatur 
dalnm Peraturnn Menteri Perdcgangan Nomor 36/M-OAG/PER./9/2007 
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah 
beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 07 /M·DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan f<eli!:\a al>,s 
Peraturan Menteri Perrlag,,ng,in R~puhlik Indonesia Nomor 
36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izm Usaha 
Perdagangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun 
... tentang Pencrbitan Surat lzin Usaha Pcrdagerigan, ontora Iain: 

1. "" .. "' , . " "' " . 
2 ' 
3 "." " ""." " " . 
4. . . " " '" . 

Ternpat, tanggaJ 

Kepada Yth. 
Pejabat Penerbit S!UP 
di 

: Peringatan ke ... ten tang 
Ketentuan Pelaksanaan 
SlUP Kecil/Menengah(Besar 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

KOP PERANGKAT DAERAH 
PEMERINT,\li KABUPATEN BUTON 

FORMAT 

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton 
Nomor y Tnb un 2018 
Tanggal : :l-1 M & I 2018 



Terabusan : 
l. Dupati Duton (scbagai laporant; 
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan] Provins: ........•. 

f'll\.Mll. 
NIP .....................•....... 

PEJA6A'T' Pt;;Ngfxj)J'f srur, 

Oitctapkan di 
paca tanggal 

KETT GA 

Mem berhentikan sernentara SIUP Nomor . .. . . . . ... . . .. . . . .. . . tanggal 
. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. atas nama . .. . . ... . . . . .. . . yang bergerak dalam kegiatan 
u salu, I-"'' Ll«l,<tll!,UJJ yang bertokaei di . 
Dengan rtihrrhi,ntilrnn sernenrara SIUP schagaimana dirnaksud Dikturn 
KESATU, maka, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk 
metakukan kegiatan usana perdagangan terhitung scjak umggal 
dil:P.tapkannya pemberhentian sernentara SIUP ini. 
Keputusan ini mulai ber.aku parla tanggal ditetapkan. 

KEOUA 

Menetapkan : 
KESATU 

MEMUTUSKAN: 

. " 
. , ............................• 
............................................................................... , l. 

2. 
3. 

Memperbatikan 

::I. 

2. 
Becirijfsr<cglern.enJ.erin.gs Ordonantie 1934 (Stc.atsblad. 1938 Nomor 
86); 
Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 36/M-DAG/PER/9/2007 
tentang Penerbitan Surat lzin Usana l'erdagangan, sebagrumana 
te.ah beberapa kali diubab terakhir ()eng"n Pe,n,t,1ran Menreri 
Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahar, 
Ketiga atas Peraturan Mentcri l'e.rdagangan Ioepubhk Indonesia 
Nomor 36/M/DAGJPF.R/Q/').007 lt,nl,in!l. Pi,nP.rhitan Surat. izin 
Usaha Perdagangan; 
Peraturan uaeran Kabupaten Buron Nomor ... Tahun ... teniang 
P,-ni,rhit,m Surat Tzin Usaha Perdagangan. 

I. Mengingat 

'• •• o• • •' • • • • •• • • • •' • • • ••• •• • •• • • • • •• • •• •• • O• ~· • • • • •••' o oo •Io'• o o' O• o' o o" o' •••I' 

I. 
2. 

bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
kegiatan usaha perdagangan sebagain,arl.a tercantum dalam SfUP 
Nomor . . . . . .. . . . . tanggal . . . . . . . . . . .. . . . .. . atas nama . 
bergerak dalam kegiatan usaha yang beralamat di , 
te rrryeba tidak 1nernenuhi persysratan dan ketenruan yang telal:. 
ditetapkan seperti: 

Menimbang 

PE.JABAT PENERBIT srur, 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN VSAHA PERDAGANGAN 

TENT ANG 

KEPL 'l'USAN PE.JABAT PEt\"ERBIT SIUP 
NOMOR: 

KOP PERJ\.NGKAT DAERAFI 
PEMERINTPJ1 KABUPATEtl BUTON .... 

FORMAT 

La.mpiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor ', Ta:,un2018 
Tanggal :Z-, '"'°' 2018 



Tcmbuoon : 
l. Bupati Buton [sebagai laporan); 
2. Kepala Dinas (yang be.rtanggungiawab dJ bidang pen.Iuganganl Proviriei ........ , 

NAMA 
NIP .. 

PEJABAT PENERBIT SIUP, 

Ditetapkan di 
paoa tanggal 

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. K.ETIGA 

dimaksud Diktum KESATU, 
dilarang untuk melakukan 

Dengan dicabutnya SiUI' sebagaimana 
maka Perusahaan yang oersangkutan 
kegiauu: u saha perdagangan. 

KEDUII 

Mcncabut SIU P Numu, tanggel alas nam.a 
... .. .. .. .. ..... yang bergerak dalam kegiatan usa ha 
perdagangan yang berlokasi di . 

Menetapkan : 
KESATU 

Ml!:M UTVSKAN: 

. . ·········~·······"·····························································, 
•••..•...... u., . l. 

2. 
3. 

Memperhalikan 

3. 

2. 

Bedr:ifsreglem.enterings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 
86); 
Pcraturan Mentcri Pcrdagnngo.n Nomor 36/M-DAG/ Pfi:R/9/2007 
rentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagalmana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menreri 
f'erdagangan Nemer 07 /M-DAG/PER/2/20L 7 teritarig P..-11hahan 
Ketiga atas Peraruran Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nornor 36/M/DAG/PBR/9/2007 ientang Penerbitan Surat izin 
Llsal-1a Pcrdognngnri; 
Peraruran Daerah Kabupaten Buton Nomor ... Tahun ... tentar.g 
Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan; 

1. Mengingat 

bahwa bcr'do.earlcan hasil perner-ik aaan dan p~nP.liti;:in rerhadap 
pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercan turn 
dalam S[UP Norn or .. . .. ... .. . .. .. .. . tanggai .. .• .. .. . .. • .. .. .. acas r:ama 
.... bernlcmat di , ternyata tirlA k memenuhi 
persyaratan dan ketentuan yang tclah ditetapkan seperti : 
l. . 
2 . 

Meniu I bang 

Pl!:NCABUTAN SURAT lZJ:11 USAHA PER DAGANGAN 

PEJABAT PENERAIT SIUP, 

TENTANG 

Kl!:PUTlJSAN PEJABAT PeNERBIT SHIP 
NOMOR: 

KOP PERANGKA1' DAER,'\H 
Pl£Mt:l{JNTAH KABUPATE:N BUTON .... 

FORMAT 

Peraturan Oaerah Kabupaten 3uton 
Nomor : ', Tahun 2018 
Tanggal : .2./ /If Ell 2018 

Lampiran X 


